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ABSTRAK

Pengaruh Pendapatan Asli Daerah, Dana Transfer Ke Daerah, dan Belanja
Modal Terhadap Kemandirian Daerah Pada Pemerintah Provinsi Jawa
Tengah Tahun 2019-2023

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui Pengaruh Pendapatan
Asli Daerah, Dana Transfer Ke Daerah, dan Belanja Modal Terhadap Kemandirian
Daerah Pada Pemerintah Provinsi Jawa Tengah. Sehingga variabel independen
dalam penelitian ini adalah Pengaruh Pendapatan Asli Daerah, Dana Transfer Ke
Daerah, dan Belanja Modal. Kemudian, variabel dependennya adalah Kemandirian
Daerah. Populasi yang digunakan dalam penelitian ini adalah seluruh Kabupaten
dan Kota di Provinsi Jawa Tengah yang berjumlah 29 Kabupaten dan 6 Kota selama
tahun 2019 sampai dengan 2023. sampling jenuh dengan mengambil seluruh
populasi data sebagai sampel. Data sampel yang digunakan laporan realisasi APBD
sejumlah 175 laporan keuangan. Penelitian ini menggunakan metode analisis
regresi linier berganda dibantu dengan Software SPSS (Statistical Package for the
Social Science). Hasil penelitian menyatakan bahwa Pendapatan Asli Daerah
berpengaruh positif terhadap Kemandirian Daerah, Dana Transfer ke Daerah
berpengaruh positif terhadap Kemandirian Daerah, dan Belanja Modal berpengaruh
positif terhadap Kemandirian Daerah.

Kata Kunci: Pendapatan Asli Daerah, Dana Transfer Ke Daerah, Belanja Modal,
Kemandirian Daerah
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ABSTRACT

The objective of this research is to identify the influencing of Local Revenue,
Transfer Funds to Regions, and Capital Expenditures on Regional Independence in
the Central Java Provincial Government. Thus, the independent variables in this
study are Local Revenue, Transfer Funds to Regions, and Capital Expenditures.
The dependent variable is the Regional Independence. The population used in this
research are all Regencies and Cities in Central Java Province, consist of 29
Regencies and 6 Cities during 2019 to 2023. The sample was taken using jenuh
sampling by taking the entire data population as a sample. The sample data used
were APBD realization reports totaling 175 financial reports. Then, the data was
analyzed using multiple linear regression analysis methods assisted by SPSS
(Statistical Package for the Social Science). The results of this study indicate that
Local Revenue has a positive effect on Regional Independence, Transfer Funds to
Regions has a positive effect on Regional Independence, and Capital Expenditures
has a positive effect on Regional Independence.

Keywords: Local Revenue, Transfer Funds to Regions, Capital Expenditure,
Regional Independence
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BAB 1
PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Menurut Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan
Daerah, “Penyelenggara Pemerintah memberikan keleluasaan terhadap daerah
terkait penyelenggaraan otonomi daerah”. Otonomi daerah merupakan wujud dari
keinginan rakyat atas keterbukaan informasi publik dan kemandirian Pemerintah
daerah menjalankan roda pemerintahan daerah. Dengan kehadiran otonomi daerah
membuat pemerintah daerah lebih tertib, transparan, akuntabel, efisien, efektif, dan
inovatif dalam mengelola anggaran serta mengoptimalkan pelayanan kepada
masyarakat, dan tata kelola pemerintah daerah dapat terwujud dengan baik. Dalam
penyelenggaraan otonomi daerah menganut asas desentralisasi, asas dekonsentrasi,
dan tugas pembantuan. Asas desentralisasi dianggap sangat relevan dengan
kebijakan otonom karena desentralisasi sendiri memiliki arti pelimpahan
kewenangan dan kekuasaan pusat kepada daerah tanpa intervensi pemerintah pusat.

Dalam penyelenggaraan otonom, setiap Pemerintah daerah memperoleh
keleluasaan dalam mengelola dan memanfaatkan kearifan sumber daya lokal yang
dimiliki dengan mempertimbangkan prinsip-prinsip demokrasi, partisipasi
masyarakat, pemerataan, dan keadilan, serta memperhatikan potensi daerah. Hal ini
sesuai dengan Undang-Undang Nomor 33 tahun 2004 tentang Perimbangan
Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah, “Penyelenggaraan
otonomi daerah diperlukan pengaturan, pembagian, dan pemanfaatan sumberdaya
nasional yang berkeadilan serta perimbangan keuangan pemerintah pusat dan

daerah”. Pengelolaan sumber daya dilakukan agar Pemerintah daerah mampu



menghimpun penerimaan yang selanjutnya dapat digunakan untuk melakukan
pembiayaan atau belanja atas pengeluaran daerah. Penerimaan dan pengeluaran
daerah dapat dilihat melalui Anggaran Pendapatan Belanja Daerah yang
menggambarkan struktur rencana keuangan tahunan Pemerintahan daerah yang
disetujui oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD). Anggaran Pendapatan
Belanja Daerah terdiri atas anggaran pendapatan, belanja, dan pembiayaan.

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 menjelaskan bahwa sumber
pendapatan daerah terdiri atas Pendapatan Asli Daerah (PAD), Pendapatan Transfer,
dan Lain-lain Pendapatan Daerah yang sah. Pendapatan Asli Daerah merupakan
sumber pendapatan utama yang diperlukan Pemerintah daerah untuk mengurangi
ketergantungan fiskal (Nurjana & Pasaribu, 2023). Pendapatan Asli Daerah terbagi
atas pajak daerah, retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang
dipisahkan, dan lain-lain pendapatan asli daerah yang sah.

Menurut Undang-undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan
Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah, Transfer ke Daerah
yang selanjutnya disingkat TKD adalah dana yang bersumber dari APBN dan
merupakan bagian dari belanja negara yang dialokasikan dan disalurkan kepada
Daerah untuk dikelola oleh Daerah dalam rangka mendanai penyelenggaraan
Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah. Dalam melihat tingkat
ketergantungan fiskal atau tingkat kemandirian daerah dapat digunakan Dana
Transfer ke Daerah (TKD) sebagai variabel yang menggambarkan besar alokasi
dana dari Pemerintah pusat/provinsi yang diberikan kepada Pemerintah daerah
sebagai bentuk upaya untuk mengurangi ketimpangan fiskal baik vertikal maupun

horizontal serta mendorong pemerataan pelayanan publik di seluruh daerah.



Komponen TKD meliputi Dana Bagi Hasil, Dana Alokasi Umum, Dana Alokasi
Khusus, Dana Otonomi Khusus dan Dana Keistimewaan, serta Dana Desa.

Sebelum Undang-undang Nomor 1 Tahun 2022 diterbitkan istilah
penyebutan dana perimbangan lebih banyak digunakan sebagai dana pusat yang
dialokasikan kepada masing-masing Daerah untuk pelaksanaan desentralisasi.
Dana Perimbangan terdiri dari Dana Bagi, Dana Alokasi Umum, dan Dana Alokasi
Khusus. Hal ini sesuai dengan Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang
Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah.
Selanjutnya Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 dicabut dan digantikan
Undang-undang Nomor 1 Tahun 2022 dengan menambahkan komponen dana
bersumber dari APBN tidak hanya dana perimbangan namun juga Dana Otonomi
Khusus, Dana Keistimewaan, dan Dana Desa.

Seluruh komponen pendapatan daerah dapat digunakan untuk memenuhi
kepentingan publik salah satunya pembangunan fasilitas pelayanan publik yang
menjadi kebutuhan masyarakat di setiap daerah. Oleh karena itu, diperlukan
peningkatan alokasi terhadap belanja modal. Melalui belanja modal dapat
dilakukan perolehan aset-aset pemerintah daerah yang mempengaruhi
pembangunan daerah. Menurut Hasibuan & Tiara (2021), peningkatan alokasi
anggaran belanja modal dapat mempengaruhi pembangunan dan pertumbuhan
suatu daerah. Proporsi belanja modal yang meningkat akan menghasilkan aset yang
dapat memberikan manfaat di masa depan lebih besar. Wujud dari adanya belanja
modal dapat dilihat melalui pembangunan infrastruktur yang menunjang
perekonomian daerah. Namun, belanja daerah belum tentu dapat meningkatkan

kondisi infrastruktur pada daerah secara optimal walaupun jumlah pendapatan



daerah meningkat (dikutip Trisnani & Isthika, 2022). Hal tersebut disebabkan
kurangnya komitmen Pemerintah Daerah dalam pengalokasian belanja modal
melalui pembangunan infrastruktur.

Di era otonomi sekarang, Pemerintah Daerah harus memiliki tingkat
kemandirian dalam mengelola keuangan daerah untuk membiayai kebutuhan
belanja. Dalam mengetahui tingkat kemandirian keuangan daerah dapat dilihat
seberapa besar ketergantungan daerah pada sumber pendanaan eksternal atau
Pemerintah Pusat melalui perhitungan rasio kemandirian. Menurut Ardiansyah
(2023), suatu daerah dapat dikatakan memiliki ketergantungan rendah terhadap
bantuan luar apabila besar rasio kemandirian berkategori tinggi. Pendapat oleh
Rivandi & Anggraini (2022) menyebutkan bahwa Pemerintah daerah dikategorikan
mandiri dalam melaksanakan otonomi daerah ketika tingkat kemandirian keuangan
daerah berkisar > 50%.

Provinsi Jawa Tengah dengan kondisi alam dan sumber daya manusia yang
memadai merupakan salah satu provinsi yang memiliki letak strategis. Provinsi
Jawa Tengah terbagi atas 35 Kabupaten/Kota yang setiap daerah memiliki
keragaman sumber daya yang mendukung pelaksanaan otonomi daerah. Sumber
daya inilah yang harus dimaksimalkan sehingga mendukung peningkatan
kesejahteraan dan kemandirian daerah. Tingkat kemandirian daerah
Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Tengah secara umum masih tergolong rendah.
Pada tahun 2019-2023, nilai rasio kemandirian di Kabupaten/Kota Provinsi Jawa
Tengah rata-rata sebesar 29,53%; 31,46%; 36,57%; 34,45%; 34,88%. Tingkat

kemandirian tertinggi diperoleh oleh Pemerintah Kota Semarang dengan perolehan



rata-rata mulai tahun 2019-2023 sebesar 127,29% sedangkan tingkat kemandirian

terendah diduduki oleh Pemerintah Kabupaten Wonogiri dengan rata-rata 17,82%.

Gambar 1.1 Tingkat rata-rata Kemandirian Daerah Tahun 2019-2023
di Provinsi Jawa Tengah

Rata-rata Rasio Kemandirian Daerah
Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Tengah
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Sumber : Dirjen Perimbangan Keuangan (Diolah, 2024)

Berdasarkan tingkat kemandirian daerah di atas dapat disimpulkan bahwa
Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Tengah belum mandiri dalam menyelenggarakan
otonomi daerah menggunakan kemampuan asli keuangan daerah. Adanya asas
desentralisasi menambah total pendapatan daerah yang dengan penerimaan dana
dari pemerintah pusat berupa dana transfer ke daerah. Pada tahun 2019-2023, Dana
Transfer ke Daerah yang diterima Pemerintah Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa
Tengah setiap tahunnya mengalami kenaikan. Adanya kenaikan dana transfer ke
daerah ini membuat kemandirian daerah semakin turun.

Menurut penelitian terdahulu terkait Pendapatan Asli Daerah yang
dilakukan oleh Mahardika & Fauzan (2022), menyatakan bahwa Pendapatan Asli

Daerah berpengaruh secara positif pada tingkat kemandirian keuangan daerah.



Penelitian tersebut sependapat dengan Ardiansyah (2023) bahwa Pendapatan Asli
Daerah secara berpengaruh positif terhadap kemandirian keuangan daerah.
Penelitian yang sama juga dilakukan oleh Nurjana & Pasaribu (2023) menyebutkan
bahwa derajat kontribusi PAD memiliki pengaruh positif terhadap rasio
kemandirian keuangan daerah pada Pemerintah Kab/Kota di Provinsi Banten tahun
2012-2021. Hasil serupa ditemukan pada penelitian Rivandi & Anggraini (2022)
dengan menggunakan Pendapatan Asli Daerah Kabupaten/Kota di Provinsi
Sumatera Barat sehingga didapatkan adanya pengaruh positif dalam pergerakan
tingkat kemandirian keuangan daerah.

Penelitian mengenai Dana Transfer ke Daerah pernah dilakukan oleh
Ginting et al. (2019) yang menyebutkan bahwa dana perimbangan memiliki
pengaruh yang positif terhadap kemandirian keuangan daerah hanya di kluster 11
sedangkan kluster lainnya tidak memiliki pengaruh yang signifikan terhadap
kemandirian keuangan daerah. Namun, terjadi perbedaan pada penelitian Machfud
et al. (2021) yang menggunakan Dana Perimbangan sebagai sebagai variabel
independen untuk menguji pengaruhnya terdapat rasio kemandirian keuangan
daerah dan diperoleh hasil bahwa dana perimbangan berpengaruh negatif terhadap
rasio kemandirian keuangan daerah pada Kabupaten/Kota di Provinsi Aceh. Hasil
penelitian serupa dilakukan Ardiansyah (2023) bahwa Dana perimbangan
berpengaruh negatif dan signifikan terhadap kemandirian keuangan daerah. Namun
hasil penelitian yang berbeda ditemukan pada. Pada Penelitian Mahardika &
Fauzan (2022) yang menggunakan Dana Alokasi Umum (DAU) sebagai variabel

independen memiliki pengaruh negatif terhadap kemandirian keuangan daerah.



Penelitian lain dilakukan oleh Saraswati & Nurharjanti (2021)
menggunakan Dana Perimbangan sebagai sebagai variabel independen bahwa dana
perimbangan tidak berpengaruh terhadap kemandirian daerah. Hasil penelitian
tersebut hampir serupa dilakukan oleh Yahya & Diah Widajantie (2023) yang
menyebutkan bahwa Dana Alokasi Umum (DAU) tidak mempengaruhi tingkat
kemandirian ekonomi masing-masing daerah. Meskipun variabel independen yang
digunakan adalah Dana Alokasi Umum (DAU), namun DAU ini juga merupakan
bagian dari Dana Perimbangan.

Berkaitan dengan belanja modal yang dijadikan sebagai variabel
independen terhadap kemandirian daerah sebagai variabel dependen telah
dilakukan pada penelitian Nurjana & Pasaribu (2023) menyatakan bahwa rasio
efisiensi belanja modal memiliki pengaruh positif terhadap rasio kemandirian
keuangan daerah. Penelitian yang sama oleh Nina (2020) menunjukkan bahwa
pengaruh belanja modal terhadap kemandirian daerah adalah positif. Namun
perbedaan hasil penelitian dilakukan oleh Rivandi & Anggraini (2022) diperoleh
hasil bahwa Belanja Modal terbukti berpengaruh negatif terhadap variabel
kemandirian keuangan daerah. Hasil serupa diperoleh oleh Lovitasari (2019),
Malau (2020) dan Suwarno (2021).

Hasil penelitian terdahulu yang mendapatkan hasil berbeda — berbeda
sehingga memotivasi peneliti untuk untuk melakukan penelitian dengan mengambil
judul “PENGARUH PENDAPATAN ASLI DAERAH, DANA TRANSFER KE
DAERAH, DAN BELANJA MODAL TERHADAP KEMANDIRIAN DAERAH

PADA PEMERINTAH PROVINSI JAWA TENGAH TAHUN 2019-2023".



1.2. Rumusan Masalah

Pendapatan Asli Daerah (PAD) merupakan penerimaan yang diterima dari
pengelolaan sumber daya yang dimiliki suatu daerah sendiri. PAD ini dapat
mencerminkan kemampuan daerah dalam menghasilkan pendapatan secara
mandiri. Semakin tinggi PAD menunjukkan bahwa daerah tidak bergantung pada
penerimaan dana pemerintah pusat sehingga dapat meningkatkan kemandirian
daerahnya. Selain PAD, Pemerintah Daerah masih memerlukan sumber lain sebagai
pendapatan daerah berupa bantuan keuangan dari Pemerintah Pusat yang digunakan
untuk mendukung pembiayaan pemerintahan daerah yang disebut sebagai Dana
Transfer ke Daerah. Besarnya dana Transfer ke Daerah dibandingkan Pendapatan
Asli Daerah dapat menimbulkan ketergantungan daerah sehingga mengindikasikan
rendahnya kemandirian fiskal daerah tersebut.

Selain komponen Pendapatan dalam APBD, terdapat komponen belanja
yang perannya sangat vital dalam penyelenggaraan daerah yaitu belanja modal.
Belanja Modal menandai bentuk investasi pemerintah daerah dalam pembangunan
infrastruktur dan proyek-proyek penting lainnya. Belanja infrastruktur
dikategorikan dalam belanja modal ini diharapkan memberikan efek multiplier
terhadap pertumbuhan ekonomi sehingga mempengaruhi peningkatan pendapatan
asli daerah sehingga menyumbang kaitan terhadap rasio kemandirian daerah.
Dengan begitu, kombinasi antara PAD, pengelolaan dana transfer yang efektif, dan
belanja modal yang produktif dapat meningkatkan rasio kemandirian fiskal
pemerintah daerah sehingga dapat memberikan kesempatan pemerintah untuk

mengelola keuangannya secara lebih mandiri dan berkelanjutan.
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Pemerintah Kota Semarang sebagai Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa

Tengah berhasil memperoleh tingkat kemandirian tertinggi dengan peroleh rata-rata

rasio sebesar 127,29%. Tingginya tingkat kemandirian ini mencerminkan bahwa

Pemerintah Kota Semarang telah mampu dalam melakukan pengelolaan daerahnya

utamanya pada keuangan APBD. Kemandirian ini dapat dilihat dengan

menggunakan variabel Pendapatan Asli Daerah dan Dana Transfer ke Daerah

sebagai unsur penerimaan keuangan daerah serta Belanja Modal sebagai

pengeluaran daerah yang memberikan efek multiplier terhadap pertumbuhan

ekonomi yang mempengaruhi peningkatan Pendapatan Asli Daerah.

1.3.

1)

2)

3)

1.4.

1))

Pertanyaan Penelitian

Penelitian ini merumuskan masalah sebagai berikut:

Apakah Pendapatan Asli Daerah berpengaruh terhadap Rasio Kemandirian
Daerah pada Pemerintah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2019-2023?

Apakah Dana Transfer ke Daerah berpengaruh terhadap Rasio Kemandirian
Daerah pada Pemerintah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2019-2023?

Apakah pengaruh Belanja Modal berpengaruh terhadap Rasio Kemandirian

Daerah pada Pemerintah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2019-2023?

Tujuan Penelitian

Tujuan yang ingin dicapai pada penelitian ini adalah:

Untuk menganalisis pengaruh Pendapatan Asli Daerah terhadap Rasio
Kemandirian Daerah pada Pemerintah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2019-

2023;
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2) Untuk menganalisis pengaruh Dana Transfer ke Daerah terhadap Rasio

Kemandirian Daerah pada Pemerintah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2019-

2023;

3) Untuk menganalisis pengaruh Belanja Daerah terhadap Rasio Kemandirian

Daerah pada Pemerintah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2019-2023;

1.5. Manfaat Penelitian

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat dan kontribusi kepada

berbagai pihak diantaranya sebagai berikut:

1.5.1.

1.5.2.

1))

Manfaat Teoritis

Penelitian ini memiliki manfaat teoritis sebagai bahan rujukan atau referensi
dalam menambah kajian Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Tengah
mengenai Kemandirian Daerah yang sebelumnya belum pernah dilakukan
penelitian.

Manfaat Praktis

Penelitian ini memiliki manfaat praktis sebagai bahan masukan bagi para
pihak yang memiliki kepentingan dalam mengambil keputusan atau
kebijakan terkait dengan penganggaran dalam komponen Anggaran
Pendapatan dan Belanja Daerah untuk lebih mengoptimalkan pengelolaan
sumber daya yang dimiliki pada Kabupaten/Kota di Pemerintah Provinsi
Jawa Tengah.

Bagi Pemerintah

Hasil penelitian diharapkan dapat memberikan manfaat bagi pemerintah
daerah sebagai bahan rujukan dalam menciptakan kemandirian daerah

dalam optimalisasi tata kelola keuangan pemerintah.
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2) Bagi OPD Pemerintah
Hasil penelitian diharapkan sebagai masukan dalam upaya meningkatkan
pengelolaan keuangan daerah bagi Organisasi Perangkat Daerah yang
menangani pendapatan daerah serta bagi Organisasi Perangkat Daerah yang
melakukan pengeluaran belanja terkhusus belanja modal dapat
memaksimalkan produktivitas dan sehingga prestasi kerja meningkat pada
Pemerintah Daerah.

3) Bagi Masyarakat
Hasil penelitian diharapkan sebagai tambahan pengetahuan dan informasi
mengenai Pendapatan Asli Daerah, Dana Transfer ke Daerah, Belanja
Modal, dan Kemandirian di Kota Semarang serta menambah bentuk
partisipasi masyarakat dalam meningkatkan sektor perekonomian di
Pemerintah Kota Semarang seperti pengembangan UMKM dan
pemanfaatan sarana publik milik daerah sendiri sehingga meningkatkan

penerimaan daerah



BAB II

KAJIAN PUSTAKA

2.1. Landasan Teori
2.1.1. Teori Stewardship

Menurut Teori Stewardship merupakan kondisi suatu manajemen yang tidak
memiliki motivasi untuk kepentingan pribadi melainkan lebih mengutamakan
sasaran hasil utama dari kepentingan organisasi (Donaldson & Davis, 1991).
Perilaku manajer didasarkan pada kepentingan bersama, apabila dijumpai
kepentingan yang berbeda antara steward dan principal maka steward berusaha
bekerja sama untuk menyesuaikan dengan mempertimbangkan alasan yang
rasional. Hal ini dilakukan karena keinginan besar steward agar tujuan organisasi
dapat tercapai. Dalam pemerintahan daerah, teori stewardship menghubungkan
antara kepentingan steward (pemerintah daerah) dan principal (masyarakat).
Pemerintah daerah selaku pihak yang mengelola sumber daya sechingga
bertanggung jawab untuk menggunakan sumber daya secara efisien dan efektif agar
tujuan yang diinginkan masyarakat dapat terwujud. Masyarakat sebagai pemilik
sumber daya memiliki hak untuk mengawasi dan mengevaluasi kinerja pemerintah
daerah.

Pemerintah daerah sebagai pelaku utama dalam menjalankan roda
pemerintahan ditunjukkan melalui pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja
Daerah (APBD). APBD merupakan rencana keuangan yang digunakan dasar
pelaksanaan penyelenggaraan pemerintah daerah. APBD terdiri dari Pendapatan

Daerah, Belanja Daerah, dan Pembiayaan Daerah. Ketiga komponen APBD ini
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memiliki fungsi untuk mendanai kebutuhan daerah sesuai kepentingan bersama
utamanya mensejahterakan masyarakat. Seluruh biaya yang dikeluarkan oleh
pemerintah daerah untuk menjalankan roda pemerintahan harus bisa
dipertanggungjawabkan kepada masyarakat sebagai bentuk akuntabilitas
pemerintahan yang memastikan seluruh biaya dipergunakan efektif dan efisien
sesuai dengan kesepakatan bersama. Penetapan tujuan bersama dilakukan antara
penyelenggara pemerintah daerah dan masyarakat, dalam hal ini masyarakat
diperankan oleh DPRD selaku perwakilan masyarakat yang dipilih langsung oleh
rakyat di daerah tersebut. Keterlibatan DPRD dalam proses penyusunan anggaran
memastikan bahwa berbagai kepentingan masyarakat terwakili dan memberikan
legitimasi pada anggaran yang disusun. Setiap tahunnya antara penyelenggara
pemerintah daerah dan DPRD melakukan penyusunan APBD sebagai pedoman
pemerintah dalam mencapai tujuan fiskal. Koordinasi kedua belah pihak sangat
menentukan dalam keberhasilan daerah. Koordinasi yang baik meningkatkan
mekanisme checks and balances yang mencegah penyalahgunaan anggaran dan
meningkatkan akuntabilitas, serta memastikan sinergi kebijakan fiskal antara
pemerintah daerah dan legislatif, sehingga alokasi anggaran dapat dioptimalkan
untuk prioritas yang telah disepakati bersama. Dengan demikian, pemerintah daerah
dan DPRD perlu bekerja sama untuk memastikan pengelolaan anggaran yang

transparan, akuntabel, dan sesuai dengan kebutuhan masyarakat.

2.1.2. Teori Desentralisasi Fiskal
Menurut teori desentralisasi adalah kebijakan untuk mengurangi
ketidakseimbangan fiskal antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah.

Desentralisasi fiskal memberikan pendanaan pada pelaksanaan otonomi daerah
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yang dilakukan dengan penyaluran dana dari pemerintah pusat ke pemerintah
daerah. Keberadaan kebijakan fiskal berfungsi untuk mengurangi ketimpangan
pendapatan antar daerah dan mendorong tingkat perekonomian daerah (Christia &
Ispriyarso, 2019). Awal pelaksanaan desentralisasi fiskal pada era reformasi secara
resmi pada tanggal 1 Januari 2001 dimulai dengan persetujuan Undang-Undang
Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah dan Undang-Undang Nomor
25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan
Daerah. Tahap kedua pelaksanaan desentralisasi fiskal dalam otonomi daerah
ditandai dengan adanya perubahan dalam kebijakan keuangan negara melalui
pengesahan paket Undang-Undang keuangan negara yang terdiri dari tiga regulasi
di sektor keuangan negara. Dalam tahap ketiga, UU Nomor 22 Tahun 1999
digantikan oleh UU Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, dan
kemudian diganti lagi oleh Undang- Undang Nomor 23 Tahun 2014.

Teori Desentralisasi Fiskal menjelaskan bahwa pemerintah pusat
melimpahkan wewenang dan pertanggungjawaban kepada pemerintah daerah
untuk mengelola sumber-sumber pendapatan daerah dalam rangka pembiayaan
pembangunan serta pelayanan publik (Rante et al., 2018). Adanya desentralisasi
menimbulkan ketimpangan antar daerah karena sumber daya yang dimiliki masing-
masing daerah berbeda. Bagi beberapa daerah dengan Pendapatan Asli Daerah yang
kecil masih bergantung pada bantuan dana dari pemerintah provinsi maupun
pemerintah pusat. Bantuan dana ini diwujudkan melalui dana Transfer ke Daerah
yang menjadi sarana pemerintah pusat untuk mendorong pemerataan pembangunan
di seluruh daerah. Kondisi ketergantungan pada dana Transfer ke Daerah membuat

daerah menjadi tidak mandiri sehingga berakibat pada kemandirian daerah tersebut.
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Semakin besar proporsi transfer ke daerah pada pendapatan daerah, maka rasio
kemandirian dari daerah tersebut semakin menurun.

Pelaksanaan desentralisasi memberikan konsekuensi bagi pemerintah
daerah untuk menggunakan anggaran yang menjadi pelimpahannya didasarkan
pada tugas dan fungsi. Hal tersebut perlu diperhatikan dalam melaksanakan
desentralisasi fiskal sesuai dengan prinsip money should follow functions (dikutip
Christia & Ispriyarso, 2019). Pada kondisi sekarang pemerintah menggunakan
konsep money follow program dalam rangka penyelarasan pada penyusunan
Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN). Keduanya memiliki tujuan yang
sama yaitu mengarah pada efektivitas pendanaan untuk mencegah terjadinya
duplikasi penganggaran. Prinsip money follow program memfokuskan pendanaan
pemerintah berdasarkan program prioritas strategis yang menjadi tugas dan

urusannya.

2.2. Variabel — Variabel Penelitian
2.2.1. Pendapatan Asli Daerah

Pendapatan Asli Daerah (PAD) merupakan pendapatan daerah yang
diterima dari hasil pengelolaan sumber daya dalam wilayahnya yang dipungut
menurut peraturan daerah yang berlaku. Pendapatan Asli Daerah dapat diperoleh
dari pajak daerah, retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang
dipisahkan, dan lain-lain pendapatan asli daerah yang sah sesuai dengan peraturan
perundang-undangan. Pendapatan daerah memiliki fungsi yang sangat penting,
karena dapat dilihat sejauh mana suatu daerah dapat membiayai kegiatan

pemerintah dan pembangunan daerah (Ardiansyah, 2023).
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Penerapan teori Stewardship diterapkan ketika pemimpin daerah berupaya
meningkatkan Pendapatan Asli Daerah dengan mengoptimalkan potensi sumber
daya yang dimiliki daerahnya sendiri. Hal ini dapat dilakukan melalui berbagai
upaya, seperti meningkatkan efisiensi dan efektivitas pengelolaan aset daerah,
mengembangkan potensi wisata dan industri lokal, serta meningkatkan kepatuhan
wajib pajak daerah. Dengan meningkatnya Pendapatan Asli Daerah, daerah
memiliki sumber pendanaan yang lebih besar untuk membiayai kebutuhan
pembangunan dan pelayanan publik. Hal ini dapat meningkatkan kualitas hidup
masyarakat dan mendorong pertumbuhan ekonomi daerah. Selain itu, peningkatan
hasil Pendapatan Asli Daerah juga berpengaruh pada kemandirian daerah yang
tinggi sehingga dapat meningkatkan kapasitas daerah dalam menjalankan otonomi
daerah secara efektif. Daerah yang mandiri akan lebih leluasa dalam menentukan
kebijakan dan program pembangunan yang sesuai dengan kebutuhan dan

karakteristik daerahnya.

2.2.2. Transfer Ke Daerah

Menurut Undang-undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan
Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah, Transfer ke Daerah
yang selanjutnya disingkat TKD adalah dana yang bersumber dari APBN dan
merupakan bagian dari belanja negara yang dialokasikan dan disalurkan kepada
Daerah untuk dikelola oleh Daerah dalam rangka mendanai penyelenggaraan
Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah. Dana Transfer ke Daerah
terdiri atas Dana Bagi Hasil, Dana Alokasi Umum, Dana Alokasi Khusus, Dana
Otonomi Khusus, Dana Keistimewaan, dan Dana Desa. Pemberian transfer modal

ke daerah dilakukan untuk memperkuat proses alokasi agar lebih akurat, transparan,
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dan akuntabel. Adanya pendapatan lain selain Pendapatan Asli Daerah dapat
membantu kemampuan keuangan daerah yang masih relatif terbatas untuk
mendanai seluruh penyelenggaraan Pemerintah Daerah. Besar nilai yang diterima
setiap daerah berbeda, hal ini dikarenakan setiap daerah memiliki karakteristik
sumber daya yang berbeda.

Kebijakan Dana Transfer ke Daerah menurut PP Nomor 37 Tahun 2023
didasarkan pada rencana pembangunan jangka menengah nasional dan peraturan
perundang-undangan terkait selaras dengan rencana kerja Pemerintah Pusat dan
dituangkan dalam nota keuangan dan rancangan APBN tahun anggaran berikutnya.
Besar alokasi Dana TKD yang disalurkan ke masing-masing Pemerintah Daerah
diatur pada rinci setiap bab mulai dari Bab II. Dana Bagi Hasil, Bab III. Dana
Alokasi Umum, Bab IV. Dana Alokasi Khusus, Bab V. Dana Otonomi Khusus, Bab
VI Dana Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta, dan Bab VII. Dana Desa.
Dalam proses penyaluran TKD, Pemerintah Pusat dapat melakukan penghentian
dan/ atau penundaan dengan pertimbangan berikut:

a) terjadi penyalahgunaan wewenang oleh kepala Daerah, kepala Desa, dan/atau
aparat Desa;

b) terdapat permasalahan administrasi;

c) Daerah tidak memenuhi anggaran yang diwajibkan dalam peraturan
perundang-undangan atau menunggak membayar iuran yang diwajibkan dalam
peraturan perundang-undangan; atau

d) pengendalian belanja APBN dan/atau APBD

Penerapan teori desentralisasi fiskal digunakan sesuai dengan tujuan

pemberian dana Transfer ke Daerah yaitu melakukan pemerataan kemampuan
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keuangan antar-Daerah dalam mendanai kebutuhan daerah. Namun, dengan
transfer dana menimbulkan efek negatif, seperti berkurangnya motivasi daerah
untuk meningkatkan pendapatan sendiri. Kondisi tersebut dapat menimbulkan
ketergantungan daerah pada dana dari pemerintah pusat sehingga berakibat pada
tingkat kemandirian daerah. Suatu daerah dikatakan mandiri apabila
ketergantungan pada dana transfer pusat semakin berkurang. Namun, sebaliknya
semakin besar ketergantungan daerah pada dana transfer pusat mengakibtkan
kemandirian daerah menjadi kecil.

2.2.3. Belanja Modal

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar
Akuntansi Pemerintahan, belanja modal adalah jenis pengeluaran dalam rangka
perolehan aset tetap dan aset lainnya yang memiliki masa manfaat lebih dari satu
tahun periode akuntansi. Belanja modal terdiri dari belanja modal tanah, Gedung
dan bangunan, Jalan, Irigasi, dan Jembatan serta aset tetap lainnya. Belanja modal
memiliki peranan strategis dalam pembangunan sebuah daerah karena penggunaan
belanja modal ditujukan untuk pemenuhan pelayanan publik yang dapat
dimanfaatkan oleh masyarakat.

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009, Ruang lingkup
pelayanan publik meliputi pendidikan, pengajaran, pekerjaan dan usaha, tempat
tinggal, komunikasi dan informasi, lingkungan hidup, kesehatan, jaminan sosial,
energi, perbankan, perhubungan, sumber daya alam, pariwisata, dan sektor strategis
lainnya. Hal ini yang menjadikan belanja modal perlu mendapatkan perhatian dari
pemerintah daerah dalam melakukan penganggaran APBD. Belanja infrastruktur

dikategorikan dalam belanja modal yang diharapkan memberikan efek multiplier
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terhadap pertumbuhan ekonomi sehingga mempengaruhi peningkatan pendapatan
asli daerah berupa pajak maupun retribusi daerah, serta pendapatan asli daerah
inilah yang menjadi salah satu kriteria untuk mengukur kemandirian suatu daerah
(Andriana, 2020).

Teori Stewardship menekankan pada kepercayaan dan komitmen steward
(pemerintah daerah) terhadap kepentingan principal (masyarakat). Teori ini
berasumsi bahwa pemerintah daerah akan bertindak demi kepentingan principal.
Dalam belanja modal di pemerintah daerah dijadikan sebagai bentuk investasi
untuk meningkatkan aset dan infrastruktur yang dapat dianggap sebagai bentuk
komitmen pemerintah daerah terhadap kesejahteraan masyarakat. Seiring dengan
meningkatnya belanja modal, diharapkan terjadi peningkatan kualitas infrastruktur
dan pelayanan publik, yang pada gilirannya dapat meningkatkan kualitas hidup
masyarakat. Peningkatan kualitas hidup ini dapat mendorong pertumbuhan
ekonomi daerah, mengurangi ketergantungan pada pusat, dan meningkatkan rasio
kemandirian daerah. Selain itu, diperlukan sistem pengawasan dan akuntabilitas
yang kuat untuk memastikan bahwa belanja modal di pemerintah daerah digunakan
secara efektif dan efisien Hal ini untuk menghindari penyimpangan dalam
penggunaan belanja modal, seperti korupsi, kolusi, dan nepotisme. Dengan
demikian, adanya sistem pengawasan ini dapat meningkatkan kesejahteraan
masyarakat dan pada akhirnya mendorong tercapainya rasio kemandirian daerah.
2.2.4. Kemandirian Keuangan Daerah

Menurut Halim (2017), kemandirian daerah menunjukkan kemampuan
pemerintah daerah dalam membiayai sendiri kegiatan pemerintahan, pembangunan,

dan pelayanannya kepada masyarakat yang telah membayar pajak dan retribusi
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sebagai sumber pendapatan yang diperlukan daerah. Setiap daerah memiliki
kemampuan untuk untuk menggali potensi sumber daya sehingga dapat mengurangi
ketergantungan terhadap pihak eksternal daerah (Malau & Simarmata, 2020).
Ketika daerah telah memiliki tingkat kemandirian yang tinggi dapat menurunkan
ketergantungan pemerintah daerah terhadap pemerintah provinsi/pusat. Untuk
itulah, kemandirian daerah perlu menjadi pertimbangan sejalan dengan pemberian
hak otonomi oleh Pemerintah Pusat (BPK RI, 2019). Adapun pola hubungan dan
tingkat rasio kemandirian pada penelitian Halim (2004), diperoleh sebagai berikut:

Tabel 2.1 Pola Hubungan dan Tingkat Kemandirian Daerah

Kemampuan Keuangan Rasio Pola Hubungan
Kemandirian (%)
Rendah Sekali 0-25 Instruktif
Rendah 26 -50 Konsultatif
Sedang 51-175 Partisipatif
Tinggi 76 — 100 Delegatif

Merujuk pada tabel di atas dapat dijabarkan penjelasan dari masing-masing
tingkat kemandirian sebagai berikut:

a. Apabila tingkat kemandirian 0% - 25% (Instruktif) berarti kemampuan
keuangan daerah tersebut rendah sekali, maka daerah tersebut sangat
tergantung kepada pemerintah pusat yang berarti tidak mampu melaksanakan
otonomi daerah.

b. Apabila tingkat kemandirian 26% - 50% (Konsultatif) berarti kemampuan
keuangan daerah tersebut rendah, namun campur tangan pemerintah pusat
mulai berkurang dengan demikian Pemerintah Daerah dianggap sedikit

mampu melaksanakan otonomi daerah.
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c. Apabila tingkat kemandirian 51% - 75% (Partisipatif) berarti kemampuan

keuangan daerah

tersebut sedang,

dengan demikian daerah yang

bersangkutan tingkat kemandiriannya mendekati mampu melaksanakan

urusan otonomi.

d. Apabila tingkat kemandirian 76% - 100% (Delegatif) berarti kemampuan

keuangan daerah tersebut tinggi, maka campur tangan pemerintah pusat sudah

tidak ada karena benar-benar mampu dan mandiri melaksanakan urusan

otonomi daerah

2.3. Literasi Review Penelitian Terdahulu

Penelitian tentang kemandirian daerah telah banyak dilakukan oleh peneliti

sebelumnya, oleh karena itu hasil penelitian sebelumnya dapat dijadikan sebagai

rujukan ataupun referensi dalam penelitian ini.

Tabel 2.2 Literasi Review Penelitian Terdahulu

No Nama Variabel dan Hasil Hasil Penelitian
Peneliti
1. | Mahardika Variabel Pendapatan  asli  daerah
&F o
auzan I. Independen signifikan 'd.an berpengaruh
(2022) . secara positif pada tingkat
a. Pendapatan Asli Daerah Ny
. kemandirian keuangan daerah
b. Dana Alokasi Umum .
Belania Modal . Dana alokasi umum
¢. belanja Moda berhubungan signifikan
2. Dependen negatif pada tingkat
Kemandirian Keuangan Daerah kemandirian keuangan daerah
pada Pemerintah Daerah | c. Belanja modal tidak memiliki
Kabupaten/Kota  Provinsi  Jawa hubungan  dari  tingkat
Tengah tahun 2017-2019 kemandirian keuangan daerah
2. | Andriana Variabel . Dana Alokasi Umum tidak
(2020) signifikan mempengaruhi

1. Independen
a. Dana Perimbangan
b. Belanja Modal

kemandirian daerah.
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2. Dependen . Dana Alokasi Khusus secara
Rasio Kemandirian Keuangan signifikan mempengaruhi
Daerah kemandirian daerah

. Dana Bagi Hasil tidak
signifikan mempengaruhi
kemandirian daerah.

. Belanja Modal berpengaruh
psoitif terhadap kemandirian
daerah.

Riyadi Variabel Dana Alokasi Umum tidak
(2022) berpengaruh signifikan
1. Independen _ terhadap Tingkat
a. Dana Alokasi Umum Kemandirian Keuangan
b. Dana Alokasi Khusus Daerah.
c. Belanja Modal . Dana  Alokasi Khusus
berpengaruh positif
2. Depende.n‘ signifikan terhadap tingkat
Kemandirian K‘euangan Daerah Kemandirian Keuangan
pada Pemerintah Daerah Daerah.
Kabupaten/Kota ~ Provinsi  Jawa | ¢. Belanja Modal berpengaruh
Barat positif signifikan terhadap
Tingkat Kemandirian
Keuangan Daerah.
Yahya & Variabel . DAU tidak mempengaruhi
Diah tingkat kemandirian ekonomi
e 1. Independen . .
Widajantie . masing-masing daerah
a. Dana Alokasi Umum
(2023) : . PAD  berpengaruh  besar
b. Pendapatan Asli Daerah iy
. terhadap kemandirian
c. Belanja Modal .
ekonomi daerah
2. Dependen . Belanja Modal tidak
Kemandirian Keuangan Daerah berpengaruh terhadap
pada Kota Blitar perbedaan jenis kemandirian
keuangan di berbagai daerah.
Ardiansyah | Variabel . Pendapatan asli daerah secara
(2023) parsial berpengaruh positif

1. Independen
a. Pendapatan Asli Daerah
b. Dana Perimbangan

2. Dependen
Kemandirian Keuangan Daerah
pada Kota Tarakan

. Dana perimbangan

dan  signifikan  terhadap
kemandirian keuangan
daerah.

secara
parsial berpengaruh negatif
dan  signifikan  terhadap
kemandirian keuangan
daerah.
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Nurjana & Variabel . derajat  kontribusi ~ PAD
o0y | I Independen Senitikan thadep rasio
a. Derajat Kontribusi PAD kegman dirian lfeuan an
b. Rasio Efisiensi Belanja Modal £
daerah.
2. Dependen . rasio efisiensi belanja modal
Rasio Kemandirian = Keuangan memiliki pengaruh positif dan
Daerah  pada  Kabupaten/Kota signifikan  terhadap rasio
Provinsi Banten kemandirian keuangan
daerah.

Rivandi & Variabel . Pendapatan  Asli  Daerah
A ini kti h
nggraini 1. Independen t?l’bl:l ti . Perpengaru
(2022) ) signifikan positif terhadap

a. Pendapatan Asli Daerah . iy
. variabel kemandirian
b. Belanja Modal
keuangan daerah.
2. Dependen . Belanja  Modal terbukti
Kemandirian Keuangan Daerah berpengaruh signifikan dan
pada Provinsi Sumatera Barat negatif ~terhadap variabel
kemandirian keuangan
daerah.
Saraswati & | Variabel . variabel pajak daerah
Nurharjanti I. Independen rperr}iliki pengaruh positif dan
(2021) i signifikan terhadap
a. Pajak daerah iy
o kemandirian keuangan daerah
b. Retribusi daerah . o
: . variabel retribusi daerah,
c. Belanja Modal .
. belanja modal dan dana
d. Dana Perimbangan . )
perimbangan tidak
2. Dependen berpengaruh signifikan
Kemandirian Keuangan Daerah terhadap kemandirian

pada 34 Provinsi di Indonesia

keuangan daerah.

Sugiyanto &
Musfirati
(2021)

Variabel

1. Independen
a. Dana Alokasi Umnum
b. Dana Alokasi Khusus
c. Dana Bagi Hasil
d. Dana Keistimewaan

2. Dependen
Tingkat
Daerah

Kemandirian Keuangan

. realisasi DAU semakin besar

maka akan mengakibatkan
tingkat mandirinya
kemampuan keuangan daerah
makin rendah

. Makin besar realisasi Dana

Alokasi Khusus maka akan
mengakibatkan tingkat
kemandirian keuangan daerah
makin tinggi.

. Besar kecilnya realisasi Dana

Bagi Hasil tidak memiliki
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. Dana

pengaruh terhadap tingkat
kemandirian keuangan daerah
Keistimewaan DIY
secara parsial berpengaruh
signifikan positif terhadap
tingkat kemandirian
keuangan daerah

10. | Setiawan et | Variabel . PAD berpengaruh signifikan
al. (2021) 1. Independen positif terhadap Keman.dlr.lar?
. Keuangan Daerah Provinsi di
a. Pendapatan Asli Daerah
b. Dana Alokasi Umum Sumaera
' ) . Dana Alokasi Umum tidak
c. Dana Alokasi Khusus et
memiliki  pengaruh  yang
2. Dependen signifikan terhadap
Kemandirian Keuangan Daerah Kemandirian Keuangan
pada Pulau Sumatera Daerah.

. Dana Alokasi Khusus tidak
memiliki  pengaruh  yang
signifikan terhadap
Kemandirian Keuangan
Daerah.

11. | Fitriyani & | Variabel Pendapatan asli
Suwarno bersignifikan positif
(2021) 1. Independen terhadap tingkat

a. Pendapatan Asli Daerah kemandirian keuangan
b. Dana Alokasi Umum dacrah. .
. . Dana alokasi umum
c. Belanja Modal .
g . berhubungan signifikan
d.  Belanja Pegawai negatif terhadap tingkat
2. Dependen kemandirian keuangan
Kemandirian Keuangan Daerah daerah.
pada Provinsi Jawa Tengah BelanJa modal berhub}mgan
negatif terhadap tingkat
kemandirian keuangan
daerah.

. Belanja  pegawai  tidak
memiliki  hubungan dari
tingkat kemandirian
keuangan daerah.

12. | Machfud et | Variabel . PAD berpengaruh positif dan
al. (2021) signifikan  terhadap rasio

1. Independen
a. Pendapatan Asli Daerah
b. Dana Perimbangan
c. Dana Otonomi Khusus
d. Tingkat Kemiskinan

kemandirian keuangan daerah

pada Kabupaten/Kota di
Provinsi Aceh.
. Dana perimbangan

berpengaruh  negatif dan
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2. Dependen
Kemandirian Keuangan Daerah

pada

Kabupaten/Kota  Provinsi

Aceh

. Dana

signifikan terhadap rasio
kemandirian keuangan daerah
pada  kabupaten/Kota  di
Provinsi Aceh.

otonomi khusus
berpengaruh  negatif dan
signifikan  terhadap rasio
kemandirian keuangan daerah
pada Kabupaten/Kota di
Provinsi Aceh.

13.

Novitasari &
Novitasari
(2019)

Variabel

1. Independen

a.

o a0 o

Pajak

Retribusi

Dana Bagi Hasil
Belanja Modal
Pertumbuhan Ekonomi

2. Dependen
Kemandirian Keuangan Daerah

pada

Kabupaten/Kota  Provinsi

Jawa Timur

. DBH

. Pajak daerah mempunyai

pengaruh terhadap
kemandirian keuangan daerah
di kabupaten dan kota
Provinsi Jawa Timur tahun
2014-2017.

. Retribusi daerah mempunyai

pengaruh terhadap
kemandirian keuangan daerah
di kabupaten dan kota
Provinsi Jawa Timur tahun
2014-2017.

tidak  mempunyai
pengaruh terhadap
kemandirian keuangan daerah
di kabupaten dan kota
Provinsi Jawa Timur tahun
2014-2017.

. Belanja modal mempunyai

pengaruh negatif terhadap
kemandirian keuangan daerah
di Provinsi Jawa Timur.

. Pertumbuhan ekonomi tidak

mempunyai
terhadap kemandirian
keuangan daerah di
kabupaten dan kota Provinsi
Jawa Timur.

pengaruh

14.

Malau &
Simarmata
(2020)

Variabel

1. Independen

a.
b.

Pendapatan Asli Daerah
Belanja Modal

2. Dependen

. PAD berpengaruh  positif

terhadap kemandirian

keuangan daerah

. Belanja modal berpengaruh

negatif terhadap kemandirian
keuangan daerah
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Kemandirian Keuangan Daerah
pada Sumatera Utara

15. | Haryanto & | Variabel a. Pendapatan Asli  Daerah
N (2019) memiliki  pengaruh  yang
1. Independen signifikan positif terhadap

a. Pendapatan Asli Daerah Tingkat Kemandirian

b. Dana Alokasi Umum Keuangan Daerah.

c. Belanja Modal b. Dana Alokasi Umum tidak

2. Dependen signifikan mempengaruhi

Rasio Kemandirian Keuangan kemandirian daerah.

Daerah c. Dana Alokasi Khusus secara
signifikan mempengaruhi
kemandirian daerah

d. Dana Bagi Hasil tidak
signifikan mempengaruhi
kemandirian daerah.

e. Belanja Modal tidak
signifikan mempengaruhi
kemandirian daerah.

16. | Ginting et Variabel Dana perimbangan memiliki
al. (2019) . Independen p§ngaruh yang positif ‘(?an

. signifikan terhadap kemandirian

Dana Perimbangan keuangan daerah hanya di kluster

2. Dependen II, sedangkan kluster lainnya

Tingkat Kemandirian Keuangan | tidak memiliki pengaruh yang

Daerah signifikan terhadap kemandi